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Abstract

In this refom era n'imes nccar mure and more. The hue/ of public consciousness topards
law nowadals futreases. Tbat sitzation impaas tu the decrearc-tbe role of Gouernment In the
ideal dimension, state @paratus sbould be exanple to inrease legal coisciousnus among stu-
dent But infax, thel also disobel the /aw. spre;d 0f comptionlroues tbe situation.

Tltere are t0 aE)J then to resolue the situation. Fitst, educationalprogram to inrean legal
consciousness amlng s1ciefl-fron is argentlt necesary. Second, /egalnnsciousnus o*io,
sociei needs conhibution and support-fron State Apparatilr, erpeciatl) tbrough tbeir attitude
toaard the law.

I{eywotds: I-egal Consciousness, Sociefl, State Apparatus

Pendahuluan

Tegak tidaknya kaidah-kaidah hukum sangat ditentukan oleh tingkat ketaatan
warga masyarakat pada perintah-perintah yang terkandung didalamriya, dan pada
gilfuannya ketaatan ini ikut ditentukan oleh kekuatan sanksi-"sanksi yarrj terkarrd,rrrg
dalam kaidah-kaidah tersebut. Diketahui bahwa sekalipun sanksi itu tidaklah
marnpu menjamin terealisasinyaketaatanwatg^masyankatdan tegaknya kaidah-
kaidah hukum. Ketaatan pada perintah hukum masih ikut diteni:kan oleh apa
yang disebut kesadaran hukum.

Paul Scholten (Saifullah, 2006: 105) menyebutkan kesadaran hukum
metupakan kesadaran atau nilai-nilaiyang terdapat dalam diri manusia tentang
hukum yangadapada dfui manusia tentang hukum yang adaatau tentang hukum
yang diharapkanada' Sebenatnya yang ditekankan adalah nilai-nilai,.rr,uig fungsi
hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkrit dalam
masy ankatyang bersangkutan. Menurut Bierstedt, munculnya kesadaran hukum
didotong oleh sejauhmarn kepatuhan kepada hukum yang didasari oleh: indochi
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nation, habituation, uti/i!, dan identifcatioz. Proses itu terjadi melalui internalisasi
dalam diri manusia.

Hukum merupakan kaedah yang fungsnya adilah melindungi kepentingan
manusia. Karena iumlah manusia itu banyak, sehingga kepentingan manusia banyak
dan betanel<a ngam pula serta sifatnya dinamis. Oleh karena itu tidak mustahil
akan terjadi pertentanganakankepentingan manusia. Apabila semua kepentingan
tersebut dapat terpenuhi, maka tidak akan terjadi sengketa atau pertentzng n.

Jadi kesadaran hukurrt mengandung toleransi dimana apabtla saya tidak mau
dipedakukao demikian oleh orang lain maka saya tidak boleh memperlakukan
demikian pula kepada onnglain.

Di Indonesia, kesadaran hukum mulai merosot. Banyak sekali tindak kejahaan
yang dilakukan oleh masyarah,at.Barryak pemberitaan baik di media cetak maupun
elektronik tentang pelanggaran hukurn. Banyak kriminalitas yarig terjadi seperti
penipuan, pembunuhan, pencurian, perampokan bahkan sekarang banyak
kefahatan korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tahu mengenai
hukum dan seharusnya menjadi panutan atau memberikan contoh baik bagl
masyarakat

Sekarang kejahatan sudah tetorganisir. Orang melakukan pembunuhan sudah
hal yang biasa untuk menyelesaikan masalah. Tingkat kecelakaan semakin
meningkag boleh dikatakan hampir setiap hari terjadi kecelakaan. Hal tersebut
sebenat dapat tidak terjadi apabtla para pengendan motor mentaati peraturan
lalu lintas dan par,� petugas yang mengatur lalu lintas ketat mengawasi serta
mempunyai sikap yang tegas dan konsekuen dalam menghadapi pelanggatan-
pelanggaran lalu lintas, kecelakan lalu lintas tersebut tidak akan teriadi.

Makin banyaknya tetjadi pelang gx rrhukum, kejahatndan kebathilan berarti
kesadatan akan banyak tetjadi tindakan hukum. Dengan banyak teriadinya
pelanggaran hukum, makin betkwangnya toleransi dan sikap berhati-hati dalam
masyarakag penyalahgunaan hak dan sebagainya dapat dikatakan bahwa kesadaran
hukum sekarang ini menutun. Menurunnya kesadaran hukum mengakibatkan
merosotoya keuribawaan pemerintah juga. Kesadatan hukum yang rendah
cenderung kepada pelanggaran hukum seperti contohnya; sekarang ini banyak
terjadi pembunuhan. Terutama kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pata
pejabat-peiabat negara sekarang ini banyak teriadi dimana seharusnya mereka
membedkan contoh baik. Tetapi meteka yang menjadi panuun membedkan
gambatan bahwa kesadaran hukum sekatang ini mulai menurun.

Menurunnya tingkat kesadaran hukum pada masyatakat merupakan gejala
perubahan didalam masyarakat, yaitu perubahan social. Petubahan-perubahan
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social yang terjadi didalam suatu masyankrtdapatterjadt oleh karena bermacam-
m c m sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dan masyarakat itu sendiri
(sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern)
(soerjono soekantq 2003:11,2). Pengaruh filrn misalnya, fi.lm luar negeri serta tele-
vise, majahh ataubacaan-bacaarlatn yang dengan adegan-adegan atau cerita-
cerita yang sadis tidak berperikemanusiaan atau asusila mempunyai peranan penting
menutunkan kesadaran hukum masyarakat.

Kwang teg^snya pff^ petugas penegak hukum terutama polisi jaksa dan hakim
dalam menghadapi pelanggatan-pelanggaran hukum pada umumnya merupakan
peluang teriadinya pelanggaran hukum. Kurangnya pengawasan dari penegak
hukum juga meniadi penyebab menruunnya kesadaran hukum. Sistem pendidikan
di Indonesia kurang menaruh perhatian dalam menanamkan pengerdan tentaog
kesadatan.hukum. Kesadaran hukum juga disebabkan karena peiabat kurang
menyadari kewajibannya untuk, memelihara hukum dan kurangnya pengefiian
akan tujuannya setta fungsinya dalam pembangunan.

Kesadaran Hukum

Apakah kesadaran hukum itu? Dari manakah datangnya kesadaran hukum
ini? Kesadaran hukum dalam pengertian yang dempit ialah ^p^ yang diketahui
orairg tentang ^p^yangdemi hukum harus dilakukan, harus tidak dilakukan dan
tidak harus dilakukan. "Sadar" diartikan sebagaimeniadi tahu. Dalam pengertian
luas, kesadaran hukum meliputi tidak hanya fenomena sudah menjadi tahu, akan
tetapi iuga lebih lanjut menjadi sudah berkemantapan hati untuk mematuhi apa
yang diperintahkan oleh hukum. Dengan katalatn, dalam atiyanglebih luas ini
^p^ y^rtg disebut kesadaran itu tidak hanya akan meliputi dimensi kognitif'saja
akan teapi iuga dimensi afektif (suparman,156).

Kesadaran dalam arti sempit menjadi tahu itu terjadi kar.ena proses
pengkhabaran, pemberitahuan dan pengajann. Lewat proses-proses ini oraing
menjadi tahu isi normative yang tetkandung di dalam kaidah-kaidah hukum, dan
sehubungan dengan itu ia akan segera menfesuaikan segala pedlakunya ke
tulltutan-tuntutan kaidah. Proses pengkhabaran dan petgajaran semacam itu
acapkali bedanjut dalam dalam proses pendidikanialahproses pembangkitattr s
patuh dan setia. (Suparman: 156)

Pendidikan tidak hanya menanamkan pengetahuan baru saja,akattetapi juga

hendak menggugah perasaan dan membentuk sikap positif. Lewatproses lanjutan
ini diharapktn akan dapat dibangkitk^n r^sa t^ tyangikhlas ini dapat terwujud

maka hr
sanksi.

Pen
di dalam
saja, ker
muslihat
dan apa
mengge:
itu kare:
perilaku

Mer
masyafa

Perasaa{
hukum
hukum.
melainkr
cialmela
mengau
tumbuh
merupal
hati sant

Dat
pada un
manusia
kesadara
oleh wa
daging. .
sehingga
Sehinggr
makaak
tingkahl
dan uns
masyaral

Kesr
terhadap
yangti&
peristiw



Jurnal Civics, Vol. 6, No. 1, Juni 2009 63

maka hukumpun akan dapat beketja dengan efektif t^npa memboros-boroskan

sanksi.

Pemedntah mendambakan hukumitu selalu dapatdididikkan sampai tertan m

di dalam lubuk afeksi warg a masyatakat. Kalau hukum itu hanya sekedar diketahui

saja, kemungkinan akan tejadi bahwa ot^rrg dengan berbagai usaha, dalih dan
muslihat masih berkeinginan sajauntuk melarLgg r atau menyimpans hukum itu,

dan apabila hal itu masih banyak terjadi maka hukum hatus selalu banyak
menggerakkan mekanisme sanksi, sedangkan semua mengetahui bahwa sanksi
itu karena bekerjanya sebagai kekuatan lahit yang harus beketia mengontrol
perilaku manusia dari luar batas kemampuannya.

Menurut Sunaryati Hartonq betapapun kesadaran hukum itu berakar di dalam
masyarakat, kesadaran hukum merupakan abstraksi yang lebih rasional danpada
perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran
hukum merupakan suatu pengertian yang meniadi hasil ciptaan para sariana
hukum. Hal ini tidak dapat dilihat secara langsung didalam kehidupan masyarakat
melainkan keberadaaannyaharya dapat disimpulkan dari pengal^m r hidup so-
cial melalui suahr cara pemikfuan dan cara penafsiran tertentu. Selain itu, ada iuga
mengatakan bahwa kesadaran hukum itu bukanlah semata-mata sesuatu yang
tumbuh secara spontan dalam hati sanubrd mrsyarakat. Akan tetapi ia iuga'
merupakan sesuatu yang hatus dipupuk secara sadar, agat dapat tumbuh dalam
hati s anubari masy atakat @,s mi Wara s s ih,200 5 : 1 1 4 -7 1 5) .

Dari uaian diatas kesadaran hukum pada hakekatnyaadtlah bicara manusia
pada umumnya, tidak hanya, btcan manusia dalam lingkungan tertentu atau
manusia dalam profesi seperti hakim, iaksa, polisi dan sebagainya.Kareta konsep
kesadaran hukum itu mengandung unsur-rursru nilaiyang tentunya sudah dihayati
oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah

dugtrg. Proses pelembagaan tersebut petlu disosialisasikan kepada masyankat
sehingga dapat meniadi suaru pedoman yang harus dipertahankan dan ditanamkafl.
Sehingga aipabtla dilembagakan dan dihayati itu diwujudkan dalamnorma-norma
maka akan menjadipatokan bagimasyrakatdalambertingkahlaku.Jadi sebenarnya
tingkah laku warga masyarakat mengandung unsrue nilai yang sudah lama dihayati,
dan unsure-unsur tersebut yang menjadi dasarnya hukum bedaku dalam
masyarakat.

Kesadaran hukum tidak hanya sadar pada kewajiban hukum dantaatkepada
terhadap ketentuan Undang-undang saja, tetapi juga terhadap ketentuan hukum
yang tidak tertulis. Kesadaran hukum iuga bisa timbul dad kejadian-kejadian atau
peristiwa-peristiwa yang ny^t^.Apabila peristiwa-peristiwa atau kejadian-keiadian
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tersebut tetjadi secata betulang-ulang dengan teratur, maka akantimbul pandangan
atau kesadaran bahwa hal tersebut merupakan kewajiban hukum.

Meningkatkan Kesa daran Hukum

Hukum bagi kita rdalah sesuatu yang bersifat supreme atau yang paling tinggr
tingkat diantanlembaga-lembaga tirgg negatalainnya. Dari konsepsi demikian
maka tumbuhlah kesadaran manusia pemuja keadilan, istilah supremasi hukum
dimana hukum ditempatkan pada, yang tertinggi diantara dimensi-dimensi
kehidupan yang lain, terutama dimensi politik. Supremasi hukum adalth ata-ctta
umat manusia sedunia yang mendambakan ketenangan dan kesejahteraan runat
dibawah kewibawaan hukum yang dipancarkan melalui:

^. Ketaatan setiap watg^ dunia terhadap peraturan perundang-undanganyaur.tg
didesain sebagai palnng hukum bagi semua wmg ny^

b. Kedisiplinan para pemimpin negara serta para penyelenggan negara, pada
semua tingkatan (eselon) dalam melaksanakan kebijakan yang dilandasi
ketaatan pada hukum yang melek^tpada dirinya, sehingga penyalahgunaan
wewenang, penyelewengan kewajlbm atau pembelokan tujuan bisa ditekan
sekecil-kecilnya. Artinya kesalahan-kesalahan yang timbul dalam tugas
penyelengggu an negffa bukan karena niat a:rau kesengajaan yang penuh
rekayasa, akan tetapi karena factor kelalaian atau ketidakmarnpuan yang bisa
diperbaiki kembali, serta

c. Hukum yang diciptakan benar-benar hukum yang bersendikan keadilan,
ketetiban serta manfaat bagi sernua w^rgmrya, sehingga memancarkan
kewibawaan dan pedindungan tethadap setiap manusia. (Ilham bisn2004;129-
130)
oleh karena itu, dalam meningkatkan kesadaran hukum tidak pedu dengan

tindakan yang drastis dengan misalnya memperber^t?f,catrr natau dengan lebih
mengetatk Ln penuta rr ketzatan wau:g rLegau:aterhadap undang-un dang saia, yang
hanya bersifat represif llr.anya bukanlah merupakan tindakan yang tepat untuk
meningkatkan kesadaran hukum masyatakat. Mungkin untuk berapa Lama, ada,
penertiban terhadap masyatrkat, tetapikesadanthukumitu tidakbisa dipaksakan
dan tidak mungkin diciptakan dengan tindakan &astic yang bersifat represif.
Katena kesadaran adalahkesadaran akan hak dan kewajiban dariindividu-individu,
kesadaran akan tanggung jawab sebagaiindividu, dan sebagai ̂nggotamasyarakat.

Kesadaran hukum tidak hanya terhadap hukum yang tertulis saja, di Indone-
sia masih ada masyarakatnyayang menganut hukum adat,yut',s.hukum yang tidak
tertulis. Jadi beberapa daenh terutama di daerah pelosok atau pedalaman masih
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belum mengenal adanyahukum tertulis, mereka masih menggunakan hukum adat
dan hukum notmative. Menurunnya kesadaran rnasyarakat tidak hanya pada
pelaggatanhukum notmative saja, tetapi pada hukum tidak tertulis bayak sekarang
ini terjadi perang antar suku dipelosok-pelosok daerah.

Menurunnya kesadaran hukum dad bangsa ini, menyentuh semua elemen
dan lapisan masyankat, mulai dad hilir sampai hulu, atau daitakyatjelata hingga
penguasa, dad kaum yang terdidik hingga kaum yang purus sekolah. Banyak
masyarakat dari bangsa Indonesia ini yang meflggunakan cara kekerasan atau main
hakim sendiri untuk memenuhi kepentinganny^, seperti melakukan pencurian,
kotupsi, pemerkosaan, selingkuh, pembunuhan dan perbuatan dengan kekerasan
yang lain. Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut terny^ta bukan orang
biasa, dan orang penting, bahkan seseorang yang akan melakukan kejahatan
tetselrut menyewa orangpufl tidak masalah jika orang tersebut berduit. Sekarang
ini banyak produk hukum yang berupa Undang-undang dan peratur Mr ymugsudah
ditetapkan, tapi tidak dijalan dengan baik bahkan belum dijalankan, atau paling
tidak belum ada Peraturan Pemerintah nya yang keluar meskipun Undang-
undangnya sudah di Amandamen lagi.

Kesadatan hukum pada masyatakat sekarang ini semakin menurufl banyak
sekali tindakan atau perbu^tafl yang dilakukan sengaja, orang membunuh untuk
menyelesaikan masalah sudah tindakan yang biasa dilakukan t^npamembedakan
itu lakilaki, perempuan bahkan anak- anak. Pada dewasa ini tidak hanya sekedar
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat saya , tetapi juga membina kesadaran
hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan hukum, sedangkan hukum adalah
ptoduk kebudayaan. Dimana kebudayaan yang membedkan pedoman-pedoman
tentang ̂ pa y^ngharus boleh dilakukan dan apa yang dilanng. Dengan demikian
kebudayaan mencakup suatu system tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum
merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat.
Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.
Menanamkan nilai-nilai kebudayaan tersebut dapat dicapai dengan pendidikan.
Menutunnya kesadatan hukum dapat ditingkatkan dan dilakukan pembinaan yang
utama, dimana dilakukan dengan efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.
Pendidikan merupakan pembinaan kesadaran hukum yang dilakukan dengan tidak
cePat, melaikan dilakukan secam kontinyr dan intensif. Terutama dalam pendidikan
hukum memakan waktu yang lama. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya
pendidikan formal disekolah-sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan
Tit ggt, tetapi juga pendidikan non fotmal diluar sekolah kepada masyarakat luas.

Pendidikan formal dan non formal menanamkan tentang bagaimana
masyarakat menjadi baik, tentang ap^y^ngmenjadi haknya serta kewajiban sebagai
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wargar,eg r'-lndonesia. Setiap w rg fleganharus tahu tentangundang-undang
yang bedaku. Dimana dengan adanyakesadaran hukum yangadiptda masyarakat
t idak hanya mengenal hukum, melainkan juga harus mentaatinya,
melaksanakannya, menegakkan dan mempertahankannya. oleh katen u ̂ puying
terdrptt dalam undang-undang berisi pendoman at^u patokan-patokrl untuk
menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh
melanggar hukum serta kewajiban hukum, tidak boleh berbuat yang dapat
merugikan orang lain dan hatus bertindak hati-hati didalam masyarakat terhadap
orang lain. Sesuatu pendidikan kesadaran hukum yang mudal dipahami dan
diterima oleh masyarakat mudah pula menyadarkan danlengamalkan.

Pendidikan fotmaluntuk menanamkan kesadaran hukum dimulai dari taman
kanak-kanak.Pada' taman kanak-kanak kita tidak bisa menanamkan pengertian-
pengertian tentang hukum atau disutuh menghafalkan Undang ""a^"g. v*g
harus ditanamkan pada murid tanankanak-kanak ialah bagaminabetbuat baik
terhadap teman sekelas atau orang lain, bagaim an mentani p.r"trr*-peraturan
yang dibuat oleh sekolah. Oleh katena itu petlu kiranya disekolah-sekolah
dipasangan seperti tanda-tandaranngatt yang berupa poster fiau tanda-tanda
bergambar lainnya yang menarik bagi siswa. Dan.guru juga harus mengadakan
penga\ilasan seta menindakpelanggaran yang dilakukan siswa dengan memberikan
hukuman tapi disesuaikan dengaa.toria tamankanak-kanak. Taman lalu lintas
y^ng ^pa pada tiap-tiap sekolah tamdn kanak-kanak akan membantu memupuk
kesadaran hukum kepada anak-anak. yang penting dalam pendidikan di raman
kanak-kanak ialah menanamkan pada anak-anak pengertian bahwa setiap orang
harus berbuat baik dan memberikan pengertian bahrva ratangan-Wangan yang
tidak boleh dilanggar dan apabila melanggar akan diberi sanksi.

sedangkan untuk pendidikan formal pada tingkat sq sMp, sMU hal tersebut
harus ditanamkan dengan intensif ^p^yang.menjadi hak dan kewajiban sebagai
war.ga rregara Indonesia, susunan flegata, pancasila dan undang-undang Dasar,
pasal-pasal yang penting dari KUHp, dan bagaimana cara rnemperoleh
perlindungan hukum. Dengan para siswa diberikan pengetahuan tersebirt dapat
menjadipatokan ataupedoman bagimereka dan kesadasn hukumitu akan muncul
dengan sendirinya, karena kesadaran hukum tidak bisa dipaksakan . pada setiap
sekolah hendaknya ada peraturan tertulis, sehingga apabila ada siswa yang
melanggar peraftrran makaakan ditindak sesuai dengan perbuatan yang dilanggar.

Pada pergutuan Tinggi untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran
hukum ada matakuliah pengantar ilmu hukum eIH) dimana sudah diberikan
kepada mahasiswa fakultas hukum dan fakultas sosila lunya.Tapi sebaiknya pada
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fakultas eksakta juga harus dibedkan tetapi disesuai dengan kebutuhan dari fakultas
tersebut harus berbeda yang ada di fakultas social. Dimana dalam matakuliah
tersebut merupakan dasar dari hukum yang berisi, yaitu persoalan-persoalan
berkaitan dengan kesadaran hukum.

Penyuluhan iuga merupakan kegiatan dalam nngka membangun kesadaran
hukum masyarakat. Tetapi kegiatan tersebut banyak mengalami kendala-kendala,
yang menyebabkan hasil nyata dari usaha-usaha kegiatan peqnrluhan hukum belum
juga tercapai sebagaimana dihanpkan hingga sekarang. penyuluhan hukum
merupakan sebenarnya kegiatang ya,ng waia4 katena aktivitas yang disebut
periyuluhan at^vperLy^daran pada dasaranya merupakan sosialisasi nilai-nilai dan
nofrna-normayangbertujuan menttansformasikan seseotangindividu dari seorang
makhluk non social atau anti sosial yang pah1m, menyadari dan melaksanal<na
ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah hukum sebagai pedma berprilaku dan
bertindak didalam kehidupan masyarakat. o;

Oleh sebab itu proses sosialisasi keidah-kaidah harus dimulai sejak dini,
semenjak insane-insan manusia ingin membentuk dan membangun keluarga,
diteruskan pada saat individu-individu generasi berikutnya betada dalam
kandungan seorang ibu. Anak harus di didik dengan cara menstranformasi nilai-
nilai motal, yang tentu saja melalui media jiwa, rohani dan psikologis orangtuanya.
Selanjutnya penyuluhan kaidah-kaidah dalam lingkungan rumah tangg ,sekolah
danatau ditengah pergaulan masyarakat luas pada umumnya.

Kaidah-kaidah petama dan utam ̂  yangdisosialisasikan kedalam lingkungan
keluarga oleh keluatg^ y^ngbersangkutan bukanlah kaidah-kaidah hukum yang
dibuat lembaga-lembaga pemerintah, tetapi kaidah-kaidah yrng Lazim dianug
bedaku dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat setempat untuk melancatkan
petgaulan di dalam keluarga ^ntaf,^ keluatga sendiri. Anak-anak dididik untuk
mematuhi kewajiban.kerzaiiban kepada pencipta, kepada orangtua, saudara-saudara
dan anggota kefuarga lain, dan sementara itu iapun di didik untuk memahami dan
menerima pedakuan-perlakuan yang diharapkan (atau tidak dihatapkan) dari ibu,
bapak dan saudara-saudaranya.Padatanf inianak akan tumbuh dalam lingkungan
keluarga yang telah dibekali dengan seiumlah kaidah-kaidah social, sehingga
kesadaran hukum itu akan tumbuh dengan sendirinya.

Dengan bekal kesad aran akankaidah-kaidah itu, makaindividu-individu atau
anak-anakitu tidak akan mengalami kesulitan berhadapan dengan kaidah-kaidah
social lingkungan masyarakat yang menghadapkan dirinya dengan orang tain dan
dengan masyankatsebagai suatu komunitas. Moral pergaulan, adat setemp at, dan
keyakinan-keyakinan masyankat disekitarnya akan tersosialisasi secara intensif
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dari hari ke hari lewat pertemuan-pertemuan tatap muka, sekalipun banyak
diantanny a yang b ersifat in formal s a j a.

Sesudah individu-individu itu sesuai dengan kondisi kaidah-kaidah social dan
keluarga dan lingkungan, maka kemudian ia akan berhadapan dengan kaidah-
kaidah hukum. Penprluhan kaidah-kaidah hukum pada umumnya dikomunikasikan
danianngdididikan secaraintensif sehingga selalu diarahkan kepada penyadann
kognisi dan afeksi warga masyankatt lang sebelumnya tedebih dahulu diduduki
oleh kaidah-kaidah oleh kaidah-kaidah social keluatga, adatmasyarakat setempat,
dan keyakinan-keyakin ^n y^ng dikembangkan oleh komunitas-komunitas lokal.
Karena itu, maka hukum acapkali hanya akan mudah ditaati apabrlakandungan
normatifnya beresensi sama dengan kandungan normatif kaidah-kaid ah ying
disosialisasikan keluarga dan komunitas-komunitas lokal.

Peranan Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang sedus bagi bangsa
Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan b".rgr^, rn.rrlrdi
kewajiban kolektif semua komponen bangsa(dan ini sekaligus merupakan rafat
bahwa hatyaboleh ditegakkan oleh golongan-golonagn tertentu saja) antatalarn:
1. Aparatur negara yang memang ditegaskan dan diarahkan untuk itu seperti

polisi, hakim dan jaksa yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai
the thtee musketeers atau i.ga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi
penegak hukuman hukum dengan sifat yang berbeda-be da akan tetapi
betmuara p ada tercrptartyahukum yang adil, tertib, dan berma faatbagsr.rrr,ru
manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum didalam
masyankat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah
institusi penuntut negara bags pan pelanggar hukum yang diajukan polisi

2. Pengacanyang mempunyai fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik
yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui
lembagalembaga bantuan hukum, yang menjadi panutan masyarakat yang
awam hukum, agar daramproses peradilan tetap dipedakukan sebagai -arr,rsia
yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban sehingga purusan hakim akan
mengacu kepada kebenaran dan keadilan y^ng dilandasi penghotmatan
manusia atas manusia

3. Para eksekutif yang bertebatan di berbagai lahan pngabdian sejak dari pegawai
pemerintah yang memiliki betaneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada
para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (egislative)
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4. Masyankat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi
masy arakat p en cari keadilan (Ilham bi s ri,2 0 04 ; 1 28 - 1, 29)

Peranan aparr^t penegakkan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum

sangat dipedukan sekali karena penegak hukum merupakan panutan atau contoh
bagi masyarakat. Apabil^ apantpenegak hukumnya tidak bisa memberikan contoh
kepada masyankat, maka membuat masyarakat hilang kepercayaannya terhadap
para aparat penegak hukum. Menutunnya kesadaran hukum pada masyatakat
sekarang ini di sebabkan banyak juga aparat penegak hukumnya yang tidak
mempunyai kesadatan hukum.

Dalam pratik penegakan hukum, khususnya pemeriksaaan terhadap suatu
perkanpidana dimuka pengadilan, sering terjadi hal-hal vang mengejutkan. Sering
pula ada perkan yang sesungguhnya sederhana, dalam arti tidak sulit
pembuktianny^, tetapi di pengadilan dinyatakan bebas oleh hakin (Baharuddin
Lopa;2001,,1.36).Dankasus tersebut dapat kita lihat bahwa aparat penegak hukum
masih menurun tingkat kesadaran hukumnya.

Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang memenuhi rasa keadalian
tennrlah setiap unit yang turut serta dalam penyelesaian perkara itu berada dalam
kondisi yangdapat diharapkan untuk berbuat jujut. Tentu bukan saja hakim yang
memutus dengan adil, dan bukan hanya jaksa penuntut umum yang pedu cetmat
dan professional dalam mengemban tugasnya, tetapi sejak dimulainya awal
penyelidikan oleh apmat penpdik fthususnya kepolisian) petlu terjaga kondisi
^gat ^parz;t penyidik tersebut dapat menyelsaikan tugasnya dengan cermat dan
sempurna.

Kepolisian perlu bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti yang cukup akan
disempurnakan oleh Jaksa penuntut umum pada saat petkara diperiksa di
Pengadilan. Secara teoritis langkahJangkah inilah yang perlu diambil. Tetapi kita
pun tidak dapat menutup m ta, sering maksud tersebut tidak tercapar,karcnaada
sebab yang bersumber pada kerapuhan mental yang dihinggapi oleh oknum
penegak hukum yang bersangkutan. Dan itu bukan metupakan rahasia lagi, sering
bebasnya perkan di Pengadilan disebabkan kurangnya kehati-hatian aparzt
penyidik, khususnyaJaksa. Apabila kekeliruany^rrgdibuatJaksa penuntut umtun
dalam menyusu surat dakwaan, atau dalam berusaha membuktikan kesalahan
terdakwa, atau men)'ususn suatu tuntutan yang disebabkan profesionalismenya
masih relative rendah, tenru bisa diperbaiki melalui usaha upgrading bag petugas-
petugas tersebug sehingga kesalahan berikutnya dapatdapatdicegah atau dikurangr
semksimal mungkin. (Baharuddin Lopa;2001.,1.37)
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Dijaman reformasi ini kesadaran hukum bukan meningkat, melainkan
menurun sehatusnya apmat penegak hukum dapat lebih memberikan contoh
kesadaran hukum. oleh karena itu hendalnyapan^pantpenegak hukum segera
mempetbaiki segala sikapnya sehirggu kesadaran hukum itu dapat muncul. Begitu
juga selain apara;t penegak hukum juga bidang-bidang hukum segera diperbaiki
meskipun untuk memperbaiki memakan waktu yang banyak tapi dengan
memperbaiki.segala bidang hukum dapat menunrbuhkan kesadaran hukum pada
masyankzt Ketena bidang hukutn merupakan segala sumbet kerusakan sehingga
berdampak disemua endi kemasytakatandalam berbangsa dan bernegara. Hukum
tidak diciptakan unqpk d^gg*, tetapi untuk memperbaiki kualitas hidup manusia
(watga negara) sebagai rnakhluk social. Oleh kareno itu hukum itu pedu aAa dirnana
sebagai norma-norma bagi masyarkat dalam bettingkah laku. Sekarang ini,
menurturnya kesadaran hukum disebabkan juga karena hukum yang dibuat oleh
pemedntah Lt^u pma Lp^r^trrt negala belum banyak menirigkatkan kesadaran
hukum. Kurangnya 5esialis25i yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak
hukum sehingga kesadaran hukum masyarakat belum muncul.

Tapi pelaks ̂n arhukum di Irldonesia sekarang ini masih dibawah orang yang
mempunyai kekuasaan, karena orang yang mempunyai kekuasaan dan uang yang
banyak pasti akan ̂ lr;run dari jeratzn hukum. Oleh karena itu dari kasus tersebut
dapx dilihat itu menyebabkan menurunnya kesadaran hukum di aparat penegak
hukum yang sehatusnya menjadi contoh bagi masyarakat. Sedangkan orang biasa
atzu nkyat kecil yang tidak mempunyai uang dan diketahui melakukan tindak
pidana atau bahkan adayangdirskay25x karena untuk menutupi kasus ofang yang
mempunyai kekuasaan akan langsung diptoses dan dijebloskan penjara. Sedangkan
seorang pej abat negxa, tokoh masyarakat, pemimpin yang mempunyai kekuasaan
dan melakukan tindak pidana korupsi miliaran rupiah atau tindak pidana lainnya,
pasti akan mendapat pedakuan yang berbeda. Itulah yang menunjukkan bahwa
perapan penegakkan hukum di Indonesia belum dijalankan secara adil, bijaksana
dan manusiawi. Hal tersebut menyebabkan kesadaran hukum di para ^parat
penegak hukum juga belum meningkat seharusnya mereka lebih mengerti
bagumana menegakkan hukum tapi hal tersebut belum berjalan dengan baik.

Penegakkan hukum menutut teori Lawrence Meir Friedmen, setidaknya ada
tiga komponen yang menyentuh, yaitu :

1. struktur hukum, merupakan p:-z,natahukum yang menopang system hukum
itu sendiri. Terdiri atas bentuk hukum, lembaga hukum, perangkat hukum
dan proses Lp^r^tpenegak hukum

2. Subtansi hukum, metupakan isi dari hukum itu sendiri yang aitnyaisi hukum
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tersebut merupakan sesuatu yang bertujuan menciptakan keadilan dan
diterapkan oleh masyankat. Termasuk juga produk hukum yang dihasiikan
oleh orang yang berada di system hukum tersebut,. Seperti keputusan yang
mereka keluarkan dan afritan baru yang meteka susun.

3. Budaya hukum, terkait dengan ptofesionalisme sebagai ap^ratpefleEak hukum
dalam menjelaskan kewajibannya. Tentunya berkaitan dengan kesadatan
hukum masy ankat dalam mentaainy a.

Budaya hukum itu berkaitan dengan makna sebagai suatu suasana pikiran
dan kekuatan soasial yang menentukan bagimana hukum digunakan, dihindari
atau disalah gunakan. Selanjutnya budaya hukum merupakan suatu sikap dan nilai
yang ada hubungannya dengan hukum dan system hukum. Sikap dan nilai juga
memberikan pengaruh baik positif maupun negative kepada tingkah laku yang
berkaitan dengan hukum. Dunia hukum yang berkaitan dengan ̂ p^t^tpenegak
hukum sekrang ini menjadi sorotan dalam masyarakat. Banyak apmert penegak
hukum dan otang yang mempunyai kekuasaan melakukan korupsi atau melanggar
hukum yang bedaku. Bidang hukum merupakan indicator bagi pelaks ttaar-
penegakkan hukum yang diterapkan di Indonesia sudah berjalan dengan baik
atau belum sesuai dengan hanpan masyarakat sebagai wafge negara Indonesia.
Sehingga apabila penegakkan hukurn sudah betjalan dengan baik itu akan
meningkatkan kesadatan hukum dalam masyankat.

Seperti dalam perkara pidana, dalam proses yangbenwal dad penyelidikan,
penyidikan dan penuntutan , putusan hirggu pelaksanaan putusan, diawali dari
institusi kepolisian dan berpuncakpada penjatuhan keputusan oleh Pengadilan.
Diakhiri pelaksanaan keputusan tetsebut di Lembaga Pemasyatakatan. Semua
proses tindakan pidana tersebut sekarang ini sangat mendapatkan sorotan dari
masyankat, karena banyak perilaku oknum yang berlindung di balik baju seragam
yang menjadi kebangg^annya sebagai penegak hukum.

Di kepolisian sekatang ini masih banyak terdengar pemer asaadldan penyiksaan
terhadap tersangka yang dilakukan oleh oknum polisi saat proses penyidikan,
penyelidikan. Begitu juga dengan l(ejaksaan tidak luput dari sorotan masyarakat
bahwa lembaga ini juga mempunyai nilai negative dimata masyatrkat Contohnya
yang menjadi sorotan dad masyankat adalah adanya berkas dakvtaan yang
dilimpahkan yang tidak dzpat diterima pengadilan (maielis hakim). Hal tersebut
dipengaruhi oleh adanya factor kepentingan baik eksternal maupun internal karena
kepentingan pribadi atas nama jabatannya. Hal ini menunjukkan bahwa oknum
jaksa sebagu apant penegak hukum, mejalankan tugasnya dengan tidak profes-
sional.
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Dalam kondisi sekatang ini sangat prihatin melihat kondisi dad hukum di
Indonesia tidak ada keprihatinan yang tulus, aspirasi darinkyatdan keluhan dari
nkyat oleh perilaku dari oknum aparzrt penegak. Dan sekarang ini kemarahan
masyarakat kepada ^pxat penegak hukum dimana para oknum tersebut
memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka t^rLpa menggunakan hati
nuani dan merasa malu melakukan hal tersebut.

Bahwa seharusnya masyarakat terutama kelas menengah ke bawah seharusnya
dibela dan dilindungi, bukan dijadikan tumbal kekuasaan pM ^patrat penegak
hukum seperi petgdnrayaan, intimidasi, pemerasan tanpa tasu dora. Pata apant
penegak hukum tersebut apakah sudah menjalan tanggung jawab pengabdian
dan demi rakyat melakukan penegakkan hukum dimana akan memberikan rasa
keadilan, penyadaran hukum dan pembinaan kepada masyankat apabtla pan
oknum tersebut masih melakukan perbuatan yang merugikanmasyaxakat.

Apant penegak hukum merupakan panutan bagi masy ankat dalam
mernbetikan kesadaran hukum pada masyarakat dan mengayomi masyarakat Tetapi
di sisi laun, pata ^p^t^t penegak hukum menjadikan nkyat yang ingin mencari
keadilan sebagai obyek ymenjadi terintimidasi, tertindas dengan pemeresan dan
tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Ketidakadilan itu merupakan
akibat dari adanya pengabaian hukum, ketidakhormatan pada hukum,
ketidakpetcaya rrpada hukum setta penyalahgunaan hukum yang dilakukan oleh
Lpfiat penegak hukum itu sendiri.

Penegak hukum merupakan golongan panutao dalam masyankat, yang
hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi
masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian atau
menjalankan petanan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, rrraliu-
golongan Panutan harus dapat memanfaatkanunsur-unsur pola ffadisional tertentu,
sehingga menggaitahkanpartisipasi dati golongan sasaran masyarakat luas.
Golonganpanutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkung^ny^ngtepat di
dalam mempetkenalkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang baru serta
memberikan keteladan an y ang baru. (S oet j ono S oekanto;3 5, 1 9 83)

Menurut Soerjono Soekamtq halangan-h alangan yangmungkin dijumpai pada
penerapan yang seharusnya dad golongan panutan atau penegak hukum, mungkin
betasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan tersebut adalah:
1,. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan dfui dalam peranan pihak lain

dengan siapa dia berintetaksi
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tirgg
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3. I(egairahan yang sangat terbatas untuk memikitkan masa depan sehingga
sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi

4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan
tertentu, terutama kebutuhan material

5. Kurang daya rnvaif yang sebenarnya merupakan pasangankonservatisme
Halangan-halangan tersebut dapatdiatasi dengan cara mendidik, melatih dan

membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai bedkut:
1'. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-

penemuan baru. Artinya, s ebanyak mungkin menghilurrgku., 
-prasangka

terhadap hal-hal yang baru ^tav yaflg betasal dari luar, ,.b.l.r- .Jb"
memanfaatkannya

2' Senantiasa siap mnerima perubahan-perubahan setelah menilai kekutangan-
kekwangan yang ada pada saat itu

3' Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi dengan dilakukafl suatu kesadaran
bahwa petsoalan.persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya

4. senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai
pendidannya

5. orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu
ufutari

6. Menyadari akan potensi-potensi y ang ada didalamdirin ya dan p ercayabahwa
potensi-potensitersebut akan dikembangkan

7. Belpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk)
8. Per.caya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknor"gi ai dalam

meningkatkan kesejahte ta n vmatmanusia
9' Menyadari dan menghotmati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri

maupun pihak-pihak lain
10' Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran

dan perhitungan yang m ntap.
Tujuan akhit suatu aturan atau proses hukum, selain terciptanya suatu

ketertiban adalah keadilan. oleh kerena itu untuk mendukung [.dru tujuan
tersebut, yang pentingadarahpeningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai
w rg^ negaffi. Dan itu pe:m.n^n apara't penegak hukum sangat dipedukan ,.kuli
sehingga menciptakan kesadaran masyankat,sehingga negara ini jug aakartmenjadi
aman, damai dan tertib.
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Penutup

Kesadatan hukum masyarakat Indonesia sekarang ini semakin menurun,

banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan baik disengaia maupun tidak

disengaja. Menurunnya kesadaran hukum tidak hanya teladt pada lapisan

menengah dan lapisan bawah tapi iuga keselwuh lapisan. Sekatang ini banyak
lapisan atas terutam ptra- peiabat yang mempunyai kekuasaan dan kedudukan

banyak melakukan perbuatan seperti, melakukan korupsi. Menurunnya masyarakat

sekarang ini luga disebabkan karena pemerintahnya yaog belum banyak betbuat

^p^-^p^untuk melakukan pembaharuan di dalam hukum.

Sesesorang dalam melakukan kejahatan sekanng ini tidak lagi dilakukan sendiri

selama orang tersebut mempunyai uang dan kekuasaan dapatmelakukan apapun.

Uang dan kekuast flyungsekarang ini membuat kesadatan hukum itu menurun

di masyarakat. Undang-undang dan peraturan pemerint"h y*g sudah ditetapkan
kadangkala belum betfungsi dengan baik, sehing g m syarz}at tidak menjalankan

Undang-undang dan peraturan pemerintah dengan baik bahkan adakalanya
melanggar hal tersebut.

Kesadaran dalam arti sempit menjadi tahu itu terjadi lcarena proses

pengkhabaran, pemberitahuan dan pengajartn Lewat ptoses-proses ini orang
menjadi tahu isi normative yang terkandung di dalam kaidah-kaidah hukum, dan

sehubungan dengan itu ia akan segera menyesuaikan sbgala perilakunya ke

hrntutan-tuntutan kaidah. Ptoses pengkhabatan dan pengaixan semacam itu

acapkali berlaniut dalam dalam proses pendidikan ialah proses pembangkitan rasa
patuh dan setia. Oleh karena itu pedu adtnya pendidikan formal untuk
meningkatkan kesadaran hukum. Pendidikan tersebut dimulai dari sejak TK,

dimana pada pendidikan tersebut misalnya diberikan gambaran tentang gambat-

gambar peraturan lalu lintas. Kemudianpada pendidikan SD sampai dengan SMA
juga diberikan pengriann tentang kesadaran hukum pada mata pelaiann

pendidikan fewarganegar^an. Dar.r pada Perguruan Tittgg sangat dipedukan

bagumarakesadaran hukum tidak hanya diberikan di fakultas Hukum saja, tapi
juga diberikan kepada fakultas lain. Dengan diberikan dalam pendidikan formal

diharapkan kesadaran hukum itu dapat muncul.

Proses sosialisasi kaidah-kaidah harus dimulai sejak dini, semeniak insan-insan

manusia ingin membentuk dan membangun keluarga, ditetuskan pada saat

individu-individu generasi berikutnya betada dalam kandunganseorangibu. Anak

harus dididik dengan cara memberikan pengajann mengenai nilai-nilai moral,

yang tentu saja melalui media rohani dan psikologis orangtuanya. Penyuluhan-
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penyuluhan kaidah-kaidah tetsebut dapat dilakukan dalam lingkungan rumah
t^ngga, sekolah dan atau ditengah pergaulan masyankatluas pada umumnya.

untuk meningkatkan kesadaran hukum dipedukan penyuiuhan tentang
kesadaran hukum dimasyarakat terutama pada masyankatmenengah kebawah
dan juga pada siswa-siswa SD sampai dengan perguruan Tinggr. peranan ap^r t
penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran Lukum juga sagat rlipedukan.
Aparat penegak hukum sehatusnya memberikan contoh-contoh yang baik kepada
masyankat Dalam menyelesaikan masalah aparat penegak hukum tidak melakukan
kekerasan tetapi dengan melakukan pembinaan sehhingga kesadaran hukum itu
akan muncul dengan sendirinya. Jadi peran^n ̂ pant penegak hukum sangat
diperlukan, karena untuk menciptakan kesadaran hukum, hal tersebut akan
membuat neg taini menjadi ̂ mafl dan tentram. (x)
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